BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA,

BUPATI SAMPANG,

bahwa dalam wupaya meningkatkan kualitas layanan
kepada masyarakat serta memberikan jaminan adanya
kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah
diperlukan instrument kebijakan yang merupakan
peraturan pelaksana dari peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi;

bahwa PAD merupakan komponen untuk menghitung
kemandirian keuangan suatu daerah dalam
melaksanakan otonomi daerah, di mana semakin tinggi
penerimaan PAD suatu daerah maka ketergantungan
terhadap transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya semakin menurun;

bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah dan mewujudkan transparansi serta
akuntabilitas penerimaan daerah, perlu merubah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah di wubah dengan Undang-undang Nomor 9
tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66406);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.03/2021
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan
Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
519);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024
Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1),
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma
satu persen) per tahun.

(2) Tarif PBB-P2 Peruntukan lahan produksi pangan
dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan
persen).

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut

Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang
disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan
layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman
berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan
dan minum,

b. Penyedia jasa boga atau katering yang
melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuatan, penyimpanan,
serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan = penyimpanan
dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan
Makanan dan/atau Minuman :

a. dengan peredaran usaha yang nilai
penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp
6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya
yang tidak semata-mata menjual Makanan
dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau



Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga pasal 39 berbunyi:

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga pasal 44 berbunyi:

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16 % (enam belas
persen).

Ketentuan Pasal 97 ayat (2) diubah, sehingga pasal 97
berbunyi:

(1)

(2)

(3)

Pasal 97
Struktur dan besarnya Tarif retribusi Perizinan
tertentu atas Layanan PBG ditetapkan berdasarkan
kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis
dan layanan konsultasi untuk:
a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi Perizinan tertentu atas Layanan
PBG untuk Bangunan Gedung dihitung
berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan
indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga
Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks
Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan
Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi Perizinan tertentu atas Layanan
PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (]
dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun
(Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana
bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
V x [ x Ibg x HSpbg
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya
paling banyak per meter persegi pelaksanaan
konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan
bangunan gedung negara sederhana ditetapkan
sebesar Rp. 5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga
puluh ribu rupiah) per meter persegi.
Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If)
dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp)
dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor
kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: If x ) (bp x Ip)
x Fm.



Diundangkan di
pada tanggal

6. Ketentuan Lampiran [ diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

8. Ketentuan Lampiran I[II diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 7 Juli 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Sampang
7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :

85-3/2025



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi.
kabupaten. dan kota. dan pembagian Urusan Pemerintahan antar
pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan
hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang
telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan
pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi
sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel. dan
berkeadilan serta guna mengwujudkan pemerataan pelayaan publik dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana
diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan
retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah. Peraturan Daerah ini
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk
memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak dan jenis retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
disamping itu sebagai upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalisasikan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber
pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan. pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka akan mencabut peraturan-
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah
tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup Jelas
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